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Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah Tax Amnesty pada KPP 
Pratama Medan Belawan. Dalam penelitian digunakan teknik pengumpulan data 
yaitu studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu 
teknik analisis statistik deskriptif dengan menggunakan rumus Uji Beda t Test.  
Berdasarkan hasil penelitian ternyata diperoleh jawaban rumusan masalah 
yaitu ada pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah Tax Amnesty pada 
KPP Pratama Medan Belawan. Jumlah penerimaan pajak sebelum mengalami 
peningkatan, sementara itu jumlah penerimaan pajak sesudah Tax Amnesty 
cenderung menurun. Dimana sebelum adanya Tax Amnesty pada tahun 2014 dan 
2015 terjadi peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp. 240.928.810.447, tetapi 
sesudah adanya Tax Amnesty pada tahun 2016 sampai tahun 2017 penerimaan 
pajak mengalami penurunan sebesar Rp. 130.196.824.946.  selain itu penerapan 
Tax Amnesty oleh KPP Pratama Medan Belawan belum berhasil dalam 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sumbangsih pajak bagi penerimaan negara semakin meningkat dari 
tahun ke tahun. Kekayaan alam Indonesia sudah tidak dapat diandalkan sebagai 
sumber utama pendapatan negara. Pada Anggaran Pendapatan Negara, pajak 
mendominasi penerimaan negara sebesar 75% (Sakti, 2015 : 3). Jadi, pembayaran 
pajak sangatlah penting dalam kelangsungan kehidupan bernegara. Oleh karena 
itu, Pemerintah mengandalkan pajak sebagai sumber utama dalam penerimaan 
negara. Berdasarkan informasi dari Ortax, dalam Laporan Tahunan DJP tahun 
2012, bahwa pada tahun 2010 sampai tahun 2012 Wajib Pajak (WP) Orang 
Pribadi yang terdaftar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun WP Orang 
Pribadi yang melaporkan SPT tidak sebanding dengan WP yang terdaftar. WP 
yang melaporkan SPT kurang lebih 53% di tahun 2012 dan mengalami penurunan 
dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 61%. Dibandingkan kepatuhan WP 
Badan setiap tahun mengalami peningkatan. 
Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak, pemerintah berinisiatif 
untuk mengadakan tax amnesty untuk memancing dana-dana milik warga negara 
Indonesia yang disimpan di luar negeri untuk di repatriasi serta untuk menaikkan 
respon wajib pajak dan penerimaan pajak. Selaras dengan dikeluarkannya 
kebijakan tax amnesty, Pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang no. 11 
tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak untuk menjadi payung hukum dan 
sebagai sandaran bagi wajib pajak. Sehingga wajib pajak tidak perlu khawatir 
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karena aset-aset yang dilaporkan dijaga kerahasiaannya melalui undang-undang 
tersebut.  
Pengampunan pajak (tax amnesty) menurut undang-undang No. 11 
Tahun 2016 adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai 
sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan 
cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini. Pada akhirnya, diharapkan pengampunan pajak dapat 
mendorong penerimaan pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung, 
karena dengan pengampunan pajak ini diharapkan wajib pajak yang selama ini 
tidak membayar pajak atau menyimpan asetnya di luar negeri mau melaporkan 
pajak dan asetnya secara transparan kepada negara. 
Guna menambah informasi dan pemahaman mengenai pelaksanaan dan  
keikutsertaan dalam program pengampunan pajak, pencarian bantuan ke konsultan 
pajak kerap dilakukan wajib pajak yang memiliki kemampuan finansial dan 
memang sangat membutuhkan bantuan dalam hal pelaporan SPT atau konsultasi 
mengenai kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang baru diterapkan di 
Indonesia. Dengan hal tersebut tentunya konsultan pajak tahu bahwa bagaimana 
prospek tax amnesty dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak akan berhasil 
atau tidak kedepannya jika dilihat dari antusiasnya para wajib pajak dalam 
mengikuti program tax amnesty.  
Berhasil atau tidaknya penerapan program tax amnesty ini dalam 
meningkatkan penerimaan pajak dapat dilihat dari penerimaan pajak sebelum dan 
sesudah adanya tax amnerty, dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 1.1 
Penerimaan Pajak dan Tax Amnesty 
 
Sebelum  Tax Amnesty Target  Penerimaan Pajak 
Realisasi 
Penerimaan Pajak 
2014 274.693.130.000 205.570.654.060 
2015 373.620.940.000 446.499.464.507 
Sesudah  Tax Amnesty   
2016 494.949.043.010 547.517.058.253 
2017 410.099.969.000 417.320.233.307 
 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan pajak sebelum 
mengalami peningkatan, sementara itu jumlah penerimaan pajak sesudah Tax 
Amnesty cenderung menurun. Dimana sebelum adanya Tax Amnesty pada tahun 
2014 dan 2015 terjadi peningkatan penerimaan pajak sebesar                                       
Rp. 240.928.810.447, tetapi sesudah adanya Tax Amnesty pada tahun 2016 
sampai tahun 2017 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar                           
Rp. 130.196.824.946. 
Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Tax Amnesty oleh KPP Pratama 
Medan Belawan belum berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini 
tidak sesuai dengan pendapat James Alm (2009) yang menyebutkan bahwa “Tax 
amnesty berguna untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, 
meningkatkan kepatuhan di masa yang akan datang, mendorong repatriasi modal 
atau aset, transisi menuju sistem perpajakan yang baru”.  
Selain itu penelitian yang dilakukan Nur Asyiah Jamil (2017) berkaitan 
dengan efektivitas penerapan tax amnesty di Indonesia menyimpulkan bahwa 
penerapan tax amnesty di Indonesia mampu meningkatkan efektivitas penerimaan 
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pajak. Hal ini dapat lihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak dan rasio penerimaan 
pajak. Dari hasil analisis tingkat kepatuhan pajak, tingkat kepatuhan pajak WP 
akhir periode kedua tax amnesty 30 September yaitu 62,41% atau hanya 
meningkat 0,15 % yang semula 64.26%. Hal ini menandakan bahwa penerapan 
tax amnesty belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 
kewajiban pajaknya. 
Sedangkan, dari hasil perhitungan tingkat efektivitas penagihan pajak pada 
tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 3,49% dari tingkat efektivitas pajak 
tahun 2015. Dari kedua analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan tax 
amnesty hingga periode kedua belum berjalan efektif dan perlu dilakukan 
perbaikan dalam penerapan tax amnesty periode selanjutnya, baik berupa 
kebijakan baru atau yang lainnya. Pemerintah perlu menentukan sebuah langkah 
awal untuk mengatasi dan mendeteksi masalah kekayaan warga negara  Indonesia 
baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini diperlukan agar pemerintah mampu 
menentukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah penghindaran pajak di 
Indonesia. 
Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan 
Sesudah Tax Amnesty pada KPP Pratama Medan Belawan”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat dilakukan 
identifikasi masalah pada penelitian ini adalah: 
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1. Jumlah penerimaan pajak sebelum adanya Tax Amnesty pada tahun 2014 dan 
2015 terjadi peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp. 240.928.810.447 
2. Jumlah penerimaan pajak sesudah Tax Amnesty cenderung menurun dimana 
pada tahun 2016 sampai tahun 2017 penerimaan pajak mengalami penurunan 
sebesar Rp. 130.196.824.946 
3. Penerapan tax amnesty belum mampu penerimaan pajak. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang 
dikemukakan dalam penelitian ini adalah “apakah ada pengaruh penerimaan pajak 
sebelum dan sesudah Tax Amnesty pada KPP Pratama Medan Belawan?” 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian  
Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah Tax Amnesty pada KPP 
Pratama Medan Belawan. 
 
2. Manfaat Penelitian 
Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
beberapa manfaat antara lain: 
a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan wawasan dan 
memberikan pemahaman mendalam yang berkaitan dengan masalah yang 
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diteliti yaitu pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah Tax Amnesty 
pada KPP Pratama Medan Belawan. 
b. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan 
refrensi untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penerimaan pajak sebelum 
dan sesudah Tax Amnesty pada KPP Pratama Medan Belawan.  
c. Bagi Penelitian selanjutnya, memberikan pengetahuan tambahan   tentang 








A.  Uraian Teoritis  
1. Pengertian Pajak 
Menurut Smeets dalam Waluyo (2008, hal. 3) pajak adalah prestasi kepada 
pemerintah yang terutang melalui norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa 
adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, 
dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 
tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 mengenai 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada 
Negara yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. 
Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam 
Mardiasmo (2009, hal. 1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 
berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 
timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 





a. Iuran dari rakyat kepada Negara 
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara.Iuran tersebut berupa uang 
(bukan barang). 
b. Berdasarkan Undang-Undang 
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan 
pelaksanaanya. 
c. Tanpa jasa timbal atas kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 
ditunjuk, maksudnya dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 
kontraprestasi individual oleh Pemerintah. 
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara 
Maksudnya pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat 
bagi masyarakat luas. 
Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut: 
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, 
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  
Pengertian pajak menurut Waluyo (2011, hal. 2) adalah sebagai berikut: 
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh 
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat 
prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk 
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membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara 
yang menyelenggarakan pemerintahan”.  
Menurut Suandy (2011, hal. 10) ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam 
berbagai definisi tersebut adalah sebagai berikut:  
a. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.  
b. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan 
pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.  
c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 
langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.  
d. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah.  
e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 
dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai 
public investment.  
f. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari 
pemerintah.  
g. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung. 
 
2. Fungsi Pajak 
Menurut Mardiasmo (2009, hal. 1) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi 




a. Fungsi penerimaan (Budgetair) 
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan 
pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 
Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam 
negeri. 
b. Fungsi mengatur (Regulered) 
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 
dibidang sosial dan ekonomi. 
 
3. Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak merupakan suatu sistem yang mengatur pihak 
yang berwenang dalam menentukan dan memungut jumlah besarnya pajak.Sistem 
pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 4 macam (Ilyas dan Burton, 2008, hal. 
32) yaitu. 
a. Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan 
besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. 
Dengan sistem ini masyarakat (wajib pajak) bersifat pasif dan menunggu 
dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. 
b. Semi self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya 
pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun wajib 
pajak menentukan sendiri besarnya pajak terutang untuk tahun berjalan yang 
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merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus disetor sendiri. Baru 
kemudian pada akhir tahun fiskus menentukan besarnya utang pajak yang 
sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak. 
c. Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 
menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini 
wajib pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan 
besarnya pajak yang terutama seseorang, kecuali wajib pajak melanggar 
ketentuan yang berlaku. 
d. Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besaran pajak yang 
terutama. Pihak ketiga yang telah ditemukan tersebut selanjutnya menyetor 
dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak 
tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan 
pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. 
Pemahaman terhadap Undang-Undang Perpajakan beserta pelaksanaan 
prakteknya dalam rangka menyampaikan SPT adalah hal-hal yang penting dalam 
pelaksanaan kewajiban perpajakan secara benar. Pemahaman seperti ini akan 
sangat membantu meminimalisir adanya kemungkinan pemeriksaan walaupun 
tetap terjadi pemeriksaan, paling tidak Wajib Pajak tidak mengalami hal-hal yang 
keliru dalam menghadapi pemeriksaan. 
Menurut Suardika (2009) menyimpulkan bahwa sistem perpajakan yang 
diberlakukan akan mempunyai pengaruh yang kondusif terhadap dunia usaha jika 
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harmonisasi jalinan hubungan antar Wajib Pajak selaku pembayar pajak dan 
fiskus selaku pemungut pajak tercapai. 
 
4. Teori Tax Amnesty 
Menurut Baer dan Leborge (2008) tax amnesty adalah kesempatan terbatas 
yang diberikan pemerintah kepada kelompok pembayar pajak tertentu untuk 
membayar jumlah yang telah ditetapkan, sebagai pertukaran atas pengampunan 
dari kewajiban pajak (termasuk bunga dan hukuman) yang berkaitan dengan masa 
pajak sebelumnya, serta kebebasan tuntutan hukum pidana. James Alm (2009) 
menyebutkan bahwa tax amnesty berguna untuk meningkatkan penerimaan pajak 
dalam jangka pendek, meningkatkan kepatuhan di masa yang akan datang, 
mendorong repatriasi modal atau aset, transisi menuju sistem perpajakan yang 
baru. 
Ira Jackson (1986) menyatakan tax amnesty perlu ditempatkan dalam 
konteks administrasi pajak kreatif dan tujuan kepatuhan sukarela dan pembayaran 
pajak. Hal ini juga dapat berfungsi sebagai transisi yang adil, efisien dan 
menguntungkan untuk sebuah sistem pajak yang lebih baik. Mikesell (1986) 
menyatakan bahwa tax amnesty menjadi media perubahan baru antara masyarakat 
dan pemerintah untuk masuk ke dalam lingkungan penegakan hukum yang lebih 
tinggi. 
Indonesia mengalami berbagai permasalahan perpajakan yang juga ditemui 
oleh negara lain, misalnya rendahnya kepatuhan pajak, rendahnya penerimaan 
pajak, hingga rendahnya kapasitas lembaga administrasi perpajakan. Menurut 
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Danny Darusalam (2013) di banyak negara masalah tersebut diatasi dengan skema 
tax amnesty. Dalam kurun waktu 1989-2009, hampir empat puluh negara bagian 
di Amerika Serikat memberikan tax amnesty dalam berbagai bentuk. 
Kebijakan tax amnesty sebenarnya pernah dilakukan Indonesia pada tahun 
1984. Demikian juga kebijakan lain yang serupa yaitu sunset policy yang telah 
dilakukan pada tahun 2008. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak, sejak 
program sunset policy diimplementasikan tahun 2008 telah berhasil menambah 
jumlah NPWP baru sebanyak 5.653.128 NPWP, menambah SPT tahunan 
sebanyak 804.814 SPT dan menambah penerimaan PPh sebesar Rp7,46 triliun. 
Jumlah NPWP orang pribadi 15,07 juta, NPWP bendaharawan 447.000, dan 
NPWP badan hukum 1,63 juta. Jadi totalnya wajib pajak terdaftar sejumlah 17,16 
juta. Pada hakekatnya implementasi tax amnesty maupun sunset policy sekalipun 
secara psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini taat 
membayar pajak. Sehingga apabila suatu negara akan melaksanakan kebijakan tax 
amnesty, harus sudah melakukan kajian mendalam mengenai karakteristik wajib 
pajak yang ada agar tidak menimbulkan gejolak. 
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 
No.91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi 
atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan tanggal 4 Mei 2015. 
Menurut Jacques Malhere (2011) pengampunan pajak yang pada umumnya 
diberikan berupa; 
1. pengampunan seluruh atau sebagian dari jumlah pajak yang terutang, 
2. seluruh atau sebagian dari jumlah sanksi administrasi, 
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3. pembebasan dari sanksi pidana, 
4. pemberian fasilitas angsuran. 
Erwin Silitonga (2006) berpendapat paling tidak terdapat empat jenis 
pengampunan pajak, yaitu: 
1. Pengampunan yang mewajibkan pembayaran pokok pajak termasuk bunga 
dan denda tetapi mengampuni sanksi pidananya. 
2. Pengampunan yang mewajibkan pembayaran pokok pajak termasuk bunga 
tetapi mengampuni sanksi denda dan sanksi pidananya. 
3. Pengampunan yang tetap mewajibkan pembayaran pokok tetapi mengampuni 
sanksi bunga dan dendanya. 
4. Pengampunan atas pokok pajak di masa lalu termasuk sanksi bunga dan 
denda. 
Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam PMK 
No.91/PMK.03/2015 termasuk dalam bagian dari tax amnesty yang dilakukan 
oleh pemerintah. 
 
5. Teori Penerimaan Pajak 
Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh negara yang berasal 
dari pajak yang dibayarkan rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di 
atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk 
pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, 
sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal 
negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang 
berasaskan kepada keadilan sosial. 
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Dalam rangka penerimaan pajak perlu diketahui teori-teori yang 
melatarbelakangi dilakukannya pemungutan pajak, sebagaimana diungkapkan 
Rimsky dalam Suharno (2003), yaitu: 
a. Teori Asuransi. 
Dalam teori ini ditekankan mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan 
pajak seperti yang berlaku dalam perjanjian asuransi, di mana perlindungan yang 
diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk keselamatan dan keamanan 
jiwa serta harta benda diperlukan suatu pembayaran dalam bentuk pajak. 
b. Teori Kepentingan. 
Penekanan teori ini adalah mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan 
pajak berdasarkan besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara. 
c. Teori Bakti. 
Negara mempunyai hak utuk memungut pajak dari warganya sebagai 
tindak lanjut teori kepentingan dalam hal penyediaan fasilitas umum yang 
diselenggarakan oleh negara. 
d.  Teori Daya Pikul. 
Keadilan dan keabsahan negara dalam memungut pajak dari warganya 
didasarkan pada kemampuan dan kekuatan masing-masing anggota 
masyarakatnya, dan bukan pada besar kecilnya kepentingan. 
e.  Teori Daya Beli. 
Keadilan dan keabsahan pemungutan pajak yang dilakukan negara ini 
lebih cenderung melihat aspek akibat yang baik terhadap kedua belah pihak 
(masyarakat dan negara) sehingga negara dapat memanfaatkan kekuatan dan 
16 
kemampuan beli (daya beli) masyarakat untuk kepentingan negara yang pada 
akhirnya akan dikembalikan atau disalurkan kembali kepada masyarakat. 
Beberapa faktor yang berperan penting dalam menjamin optimalisasi 
penerimaan pajak adalah: 
a. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan dalam Bidang 
Perpajakan secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang demi 
tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak (No taxation without 
representation atau Taxation without representation is robbery) (Mayhew, 1750). 
Namun, keberadaan undang-undang saja tidaklah cukup. Undang-undang haruslah 
jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar 
pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai 
pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu 
sendiri. 
b. Tingkat Intelektualitas Masyarakat 
Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip Self 
Assessment. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak 
untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, seperti yang 
tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan: 
wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, 
lengkap, jelas, dan menandatanganinya. Sementara di Pasal 12 ayat (1) 
dinyatakan: setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak 
menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Dalam hal ini, pembayar 
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pajak mengisi sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat pada setiap akhir 
masa pajak atau akhir tahun. Selanjutnya, fiskus melakukan penelitian dan 
pemeriksaan mengenai kebenaran pemberitahuan tersebut. Dengan menerapkan 
prinsip ini, pembayar pajak harus memahami peraturan perundang-undangan 
mengenai perpajakan sehingga dapat melakukan tugas administrasi perpajakan. 
Untuk itu, intelektualitas menjadi sangat penting sehingga tercipta masyarakat 
yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pemaksaan. 
Namun, semuanya itu hanya dapat terjadi bila memang undang-undang itu sendiri 
sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi. 
c. Kualitas Fiskus (Petugas Pajak) 
Kualitas fiskus sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan 
optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang 
berkompeten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis, dan bermoral 
tinggi. 
d. Sistem Administrasi Perpajakan yang tepat 
Seberapa besar penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak juga 
dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan. 
Menurut Smith (2010), pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas 
empat asas, yaitu: 
a. Equity/Equality, di mana keadilan merupakan pertimbangan penting dalam 
membangun sistem perpajakan. Dalam hal ini, pemungutan pajak hendaknya  
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b. dilakukan seimbang dengan kemampuannya.Negara tidak boleh melakukan 
diskriminasi di antara sesama pembayar pajak. 
c. Certainty, yaitu pajak yang harus dibayar haruslah terang (certain) dan tidak 
mengenal kompromis (not arbitrary). Kepastian hukum harus tercermin 
mengenai subyek, obyek, besarnya pajak dan juga ketentuan mengenai 
pembayaran. 
d. Convenience adalah pajak harus dipungut pada saat yang paling baik bagi 
pembayar pajak, yaitu saat diterimanya penghasilan. 
e. Economy, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya. 
Biaya pemungutan hendaknya tidak melebihi pemasukan pajaknya. 
Errad dan Feinstein menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan dan 
penerimaan pajak, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas 
kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh 
kepuasan terhadap pelayanan pemerintah (Devano, 2006, hal. 11). Rochmat 
Soemitro mengatakan secara umum teori tentang kepatuhan dan penerimaan pajak 
dapat digolongkan dalam teori konsensus dan teori paksaan (Antari, 2012, hal. 
15). Bagi teori konsensus, dasar ketaatan terletak pada penerimaan masyarakat 
terhadap sistem hukum. Dalam hal perpajakan yang terkait dalam teori konsensus, 
dengan tanggung jawab moral dan kesadaran dari wajib pajak akan pentingnya 
fungsi maupun manfaat dari pajak, maka akan tercipta suatu penerimaan dari 
wajib pajak mengenai sistem perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. Menurut teori paksaan, orang mematuhi hukum karena adanya unsur 
paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Unsur paksaan terdapat 
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dalam sanksi perpajakan dimana jika wajib pajak tidak mematuhi peraturan yang 
berlaku maka akan dikenakan sanksi perpajakan yang berupa sanksi administrasi 
maupun sanksi pidana. 
 
 
6. Hubungan Tax Amnesty dan Penerimaan Pajak 
Menurut Peter Stela (1989) permasalahan penerimaan pajak yang cenderung 
stagnan atau menurun seringkali menjadi alasan diberikannya tax amnesty. 
Pemerintah berharap dengan adanya tax amnesty ada peningkatan pembayaran 
pajak yang signifikan selama dilakukannya program tax amnesty. Akan tetapi, 
peningkatan peneriman pajak dari program tax amnesty hanya terjadi selama 
program tax amnesty mengingat wajib pajak dapat kembali ke perilaku 
ketidakpatuhan setelah program ini berakhir. 
Menurut Gregory Mankiw (2007, hal. 120) masyarakat bergerak karena 
adanya insentif. Tax amnesty merupakan insentif kebijakan pemerintah terhadap 
penerimaan pajak. Maka dengan adanya insetif tax amnesty tersebut masayarakat 
dalam hal ini Wajib Pajak akan bergerak mengikuti insentif pemerintah. 
Menurut Y. Sri Pudyatmoko (2007, hal. 177) pengampunan pajak 
merupakan kewenangan diskresi penegakan hukum administrasi yang dilakukan 
pemerintah. Kewenangan diskresi ialah tidak melakukan penegakan dalam suatu 
pelanggaran. Akan tetapi, kewenangan diskresi tidak dapat dilakukan sesuka hati 
melainkan harus memperhatikan norma pemerintah. Kewenangan diskresi dalam 
hukum administrasi biasanya didasarkan pada pertimbangan teknis, ekonomis dan 
politis. Teknis misalnya aparat tidak dapat membuktikan suatu pelanggaran. 
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Ekonomis misalnya untuk menghimpun penerimaan negara. Politis misalnya 
pengampunan pajak sebagai bagian dari janji kampanye. 
 
7. Penelitian Terdahulu 
Husli Nurhadi (2011) meneliti tentang “Variable-variabel yang 
mempengaruhi penerimaan pajak di Provinsi Bali”. Penelitian Kuantitatif 
menggunakan teknik analisis regresi dan analisis trend selama lima tahun. 
Menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan faktor terbesar dalam 
penerimaan pajak. Faktor lain yang mempengaruhi ialah kepastian hukum dan 
sanksi. Alfi Irma (2014) meneliti tentang variable yang mempengaruhi kepatuhan 
membayar pajak di DPPKAD Purwodadi. Penelitian Kuantitatif ini menggunakan 
teknik analisis regresi dengan metode kuisioner. 
Afri Hidayat (2009) meneliti mengenai “Pengaruh pertumbuhan ekonomi 
terhadap pendapatan Provinsi Sumatera Utara”. Penelitian Kuantitatif 
menggunakan data time series selama 15 tahun dan teknik analisis regresi, dengan 
hasil pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan 
Pemerintah dengan tingkat kepercayaan 95%. Atawondi (2012) meneliti mengenai 
hubungan Tax Policy dan pertumbuhan ekonomi di Nigeria dengan menggunakan 
metode kuisioner menyimpukan bahwa tax policy berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi. 
Rita Engilani (2001) meneliti tentang dampak pertumbuhan ekonomi 
terhadap penerimaan pajak di kota Padang. Penelitian kuantitatif dengan hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak positif 
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terhadap penerimaan pajak. Muhammad Muhajir (2012) meneliti tentang analisis 
determinan penerimaan pajak di kota Medan. Penelitian kuantitatif menggunakan 
analisis regresi dengan kuesioner menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi 
mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap jumlah wajib pajak dan 
penerimaan pajak. 
Kanghua Zeng (2013) meneliti dampak dari pertumbuhan ekonomi dan 
reformasi pajak di China. Penelitian kuantitatif menggunakan analisis multi 
segment regresi menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh 90% 
terhadap penerimaan pajak. Reformasi pajak berdampak pada peningkatan 
ekonomi pajak secara jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh 
langsung terhadap penerimaan pajak. 
I Gede Darmayasa (2015) melakukan penelitian mengenai modernisasi 
administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan 
Pajak Badung Utara. Penelitian kuantitatif menggunakan metode kuisioner dan 
teknik analisis regresi linear berganda menyimpulkan bahwa modernisasi sistem 
dalam administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dan 
penerimaan pajak di KPP Pratama Badung Utara. 
James Alm (2009) meneliti mengenai pengaruh tax amnesty terhadap 
penerimaan pajak di Rusia, penelitian kuantitatif menggunakan pemodelan 
ekonometri dan analisis regresi. Hasil penelitian tersebut ialah tax amnesty tidak 
tepat digunakan untuk negara berkembang dan sedang dalam transisi sistem 
politik. Tax amnesty di Rusia tidak selalu berhasil dalam meningkatkan 
penerimaan pajak guna mendorong penerimaan negara. Junpath (2013) meneliti 
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mengenai multi tax amnesty dan kepatuhan pajak di Afrika Selatan. Penelitian 
kuantitatif menggunakan metode kuisoner ini menyimpulkan bahwa tax amnesty 
meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan di Afrika Selatan. 
Gareth D. Myles (2010) meneliti mengenai pajak dan pertumbuhan 
ekonomi. Penelitian kualitatif menggunakan metode exogenous dan endogenus. 
Myles menyimpulkan bahwa besarnya pertumbuhan ekonomi berdampak 
sebanding dengan besarnya penerimaan pajak. Administrasi pajak harus efisien 
agar kebijakan pajak dapat diimplementasikan dengan tepat. 
 
B. Kerangka Berfikir 
Tax Amnesty diartikan sebagai penghapusan pajak yang seharusnya 
terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang 
perpajakan, dengan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang. Tax Amnesty merupakan kebijakan pengampunan pajak yang diberikan 
kepada Warga Negara Indonesia yang di perkirakan telah melakukan 
ketidakpatuhan berupa penghindaran pajak.  
Kebijakan ini memberikan pengampunan atas sanksi administrasi dan 
menghapus sanksi pidana dengan syarat telah membayar uang tebusan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. Tax Amnesty diberikan kepada wajib pajak yang 
melaporkan secara sukarela mengenai data kekayaan yang tidak dilaporkan di 




Keterkaitan pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah Tax 
Amnesty pada KPP Pratama Medan Belawan dapat digambarkan pada kerangka 












C.  Hipotesis 
Menurut Erlina dan Sri Mulyani (2007, hal. 41) bahwa “Hipotesis adalah 
proposisi yang dirumuskan dengan maksud untuk diuji secara empiris”. Proposisi 
merupakan ungkapan atau pernyataan yang dapat dipercaya, disangkal atau diuji 
kebenarannya mengenai konsep atau konstruk yang menjelaskan atau 
memprediksi fenomena-fenomena. Dengan demikian hipotesis merupakan 
penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena atau keadaan tertentu yang telah 
terjadi atau akan terjadi. 
Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah Ada pengaruh penerimaan 











A. Pendekatan Penelitian 
Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan 
pendekatan penelitian yaitu pendekatan asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan 
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependen yang dalam hal ini yaitu pengaruh penerimaan pajak 
sebelum dan sesudah Tax Amnesty pada KPP Pratama Medan Belawan. 
 
B. Definisi Operasional Variabel  
Untuk mengarahkan penelitian ini penulis mengambil variabel penelitian 
dan definisi operasional yaitu Tax Amnesty (pengampunan pajak) menurut 
undang-undang No. 11 Tahun 2016 adalah penghapusan pajak yang seharusnya 
terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang 
perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. 
 
C. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Tempat dilakukannya penelitian ini adalah KPP Pratama Medan Belawan 
yang beralamat di L Kolonel Laut Yos Sudarso, No. 27 KM 8.2, Tanjung Mulia, 
Tj. Mulia, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara 20241. 
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2. Waktu Penelitian 
Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2017 sampai 
dengan bulan Maret 2018 dapat dilihat pada table berikut ini : 
Tabel III-1  
Waktu Penelitian 
 








1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Pengajuan Judul                 
2 Pembuatan 
Proposal 
                
3 Perbaikan 
Proposal 
                
4 Seminar 
Proposal 
                
5 Riset                  
6 Bimbingan 
Skripsi 
                 
7 Penyusunan 
Skripsi 
                
8 Sidang Meja 
Hijau 
                
 
D. Jenis dan Sumber Data 
Dalam setiap penelitian, penulis dituntut untuk menguasai teknik 
pengumpulan data sehingga menghasilkan data yang relevan dengan penelitian, 
dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data kualitatif dari sumber data 
primer dan sumber data sekunder. 
1. Data Primer  
Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara lngsung dari 
sumber asli atau pihak pertama. Data primer khususnya dikumpulkan oleh peneliti 
untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian Sumber perimer ini berupa 
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catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan 
dengan kepala bagian keuangan.  
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak 
langsung melalui media perantara.  
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelolah dalam penelitian ini, 
maka pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu: 
1) Penelitian kepustakaan (library research) 
Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan 
menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari 
literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang dipilih. 
2) Penelitian lapangan (field research) 
Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke KPP 
Pratama Medan Belawan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: 
a) Wawancara (interview) 
Merupakan suatu tanya jawab langsung kepada informan yang 
dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dan 
informasi yang diperlukan. 
b) Dokumentasi (documentation) 
Merupakan suatu pengumpulan data dengan menggunakan 
dokumentasi dari KPP Pratama Medan Belawan. 
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F. Teknik Analisis Data 
1. Analisis Statistik Deskriptif 
Dalam hal ini penelitian menggunakan teknik analisis statisistik deskriptif. 
Sugiyono (2012, hal. 142) mengemukakan bahwa statistik deskriptif adalah 
“statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskriptifkan                      
atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya                        
tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan 
generalisasi”. 
2.  Analisis Uji Beda T Test 
Uji beda t–test menurut Ghozali (2009, hal. 59), digunakan untuk 
menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata 
yang berbeda. Uji t-test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara 
dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel atau 
secara rumus dapat ditulis sebagai berikut : 
 
  Rata-rata sampel pertama  -  Rata-rata sampel kedua 
    t  = 
     Standar error perbedaan rata-rata kedua sampel. 
 
 
Uji hipotesis yang digunakan pada penelitian ini menurut Lind (2007, hal. 





1. t  adalah nilai t hitung. 
2. X1 adalah rata-rata kelompok pertama.  
3. X2 adalah rata-rata kelompok kedua.  
4. n1 adalah jumlah pengamatan dalam kelompok pertama.  
5. n2 adalah jumlah pengamatan dalam kelempok kedua.  
6. S² adalah varian dari kedua kelompok.  
Adapun ketentuan dalam penelitian ini yaitu : 
1. Terima Ha bila sig. (2-tailed) > 0,05 atau terdapat pengaruh penerimaan pajak 
sebelum dan sesudah Tax Amnesty pada KPP Pratama Medan Belawan. 
2. Tolak Ha bila sig. (2-tailed) < 0,05 atau tidak terdapat pengaruh penerimaan 
pajak sebelum dan sesudah Tax Amnesty pada KPP Pratama Medan Belawan 
Kelompok yang akan diteliti adalah pengaruh penerimaan pajak sebelum 
dan sesudah Tax Amnesty pada KPP Pratama Medan Belawan. Tingkat 
kepercayaan peneliti terhadap penelitian ini sebesar 95%, artinya peluang 
kekeliruan dalam menolak hipotesis yang seharusnya diterima sebesar 5%. Oleh 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1.  Gambaran Umum Perusahaan 
Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor 
Pelayanan Pajak pada masa itu bernama Belasting, yang kemudian setelah 
kemerdekaan berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian 
berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya 
Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara pada 
tahun 1976 berdiri tiga kantor inspeksi pajak, yaitu : 
1. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan 
2. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara 
3. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar 
Pada tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua 
Yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. 
Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat, dan dengan 
pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah Kantor Inspeksi 
Medan Belawan.Dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat di dalam 
pelayanan pembayaran pajak, maka berdasarkan pada Keputusan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia No. 267/KMK.01/1989, diadakanlah perubahan 
secara menyeluruh pada Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi 





Berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
No.758/KMK.01/1993 tertanggal 3 Agustus 1993, maka pada tanggal 1 April 
1994 didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota. Kantor Pelayanan Pajak 
Medan Kota merupakan pecahan dari tiga Kantor Pelayanan Pajak, yaitu : 
1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Selatan 
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat 
3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara 
Terhitung mulai tanggal 1 April 1994, Kantor Pelayanan Pajak berubah 
Menjadi empat wilayah kerja, yaitu : 
1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan 
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat 
3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara 
4. Kantor Pelayanan Pajak Medan Binjai 
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 
443/KMK.01/2001 tentang “Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Pajak” yang mana Kantor Pelayanan Pajak di Kotamadya Medan menjadi 
enam wilayah kerja, yaitu : 
1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan, dengan ruang lingkupnya meliputi 
wilayah : 
a. Kecamatan Medan Belawan 
b. Kecamatan Medan Area 
c. Kecamatan Medan Tembung 
d. Kecamatan Medan Perjuangan 
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2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat,dengan ruang lingkup meliputi            
wilayah : 
a. Kecamatan Medan Barat 
b. Kecamatan Medan Sunggal 
c. Kecamatan Medan Petisah 
d. Kecamatan Medan Helvetia 
3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota, dengan ruang lingkup meliputi             
wilayah : 
a. Kecamatan Medan Kota 
b. Kecamatan Medan Denai 
c. Kecamatan Medan Johor 
d. Kecamatan Medan Amplas 
4. Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia, dengan ruang lingkup meliputi 
wilayah : 
a. Kecamatan Medan Polonia 
b. Kecamatan Medan Maimun 
c. Kecamatan Medan Baru 
d. Kecamatan Medan Tuntungan 
e. Kecamatan Medan Selayang 
5. Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan, dengan ruang lingkup meliputi 
wilayah : 
a. Kecamatan Medan Belawan 
b. Kecamatan Medan Marelan 
c. Kecamatan Medan Labuhan 
32 
 
d. Kecamatan Medan Deli 
6. Kantor Pelayanan Pajak Medan Binjai 
a. Kota Binjai 
b. Kabupaten Langkat 
 
2.  Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). 
Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2016, definisi pengampunan pajak 
adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi 
administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara 
mengungkap harta dan membayar uang tebusan. tata cara urutan pelaksanaan tax 
amnesty seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016, yang 
telah dirangkum oleh penulis sebagai berikut :  
a. Langkah pertama, wajib pajak datang ke Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana 
wajib pajak terdaftar untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan 
pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat 
Pernyataan (SP).  
b. Langkah kedua, wajib pajak melengkapi segala dokumen-dokumen yang akan 
digunakan yang telah dipaparkan diatas untuk mengajukan pengampunan 
pajak melalui Surat Pernyataan (SP), termasuk membayar uang tebusan dan 
pelunasan segala utang pajak seperti yang tertera dalam lampiran dokumen.  
c. Langkah ketiga, wajib pajak melampikan Surat Pernyataan (SP) ke Kantor 




d. Langkah keempat, wajib pajak mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan 
(SP).  
e. Langkah kelima, menteri atau pejabat yang telah ditunjuk atas nama menteri 
akan menerbitkan Surat Keterangan (SK) paling lama 10 hari kerja, terhitung 
sejak tanggal diterima Surat Pernyataan (SP) beserta lampirannya.  
Setelah Surat Keterangan (SK) sebagai bukti keikutsertaan dalam 
pengampunan pajak terbit, Surat Keterangan (SK) yang telah ditandatangani 
kanwil tersebut akan dikirimkan kepada wajib pajak. Jika dalam 10 hari kerja 
menteri atau pejabat yang telah ditunjuk atas nama menteri belum menerbitkan 
Surat Keterangan (SK), Surat Pernyataan (SP) yang telah diberikan dianggap 
diterima. Wajib pajak hanya dapat menyampaikan Surat Pernyataan (SP) 
sebanyak 3 kali selama berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak.  
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak turut serta 
mengawasi jalannya tax amnesty. Hal ini ditunjukkan dengan diterbitkannya 
Peraturan Menteri Keuangan no. 141 tahun 2016 dan no. 142 tahun 2016 sebagai 
lanjutan dan revisi dari Peraturan Menteri Keuangan yang sudah dikeluarkan 
sebelumnya (no. 118 tahun 2016 dan no. 127 tahun 2016). Peraturan Menteri 
Keuangan ini dikeluarkan sebagai respon atas kendala pada praktik pelaksanaan 
tax amnesty yang terjadi di lapangan.  
Di sisi lain, masyarakat yang sudah melihat besarnya antusiasme dan 
keikutsertaan wajib pajak lain, tentu tidak mau ketinggalan ikut serta dalam 
program ini. Hampir seluruh elemen masyarakat mengikuti program ini, mulai 
dari karyawan swasta, wiraswasta, konglomerat, bahkan sampai pegawai negeri 
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sipil di berbagai instansi dan jabatan. Masyarakat menyambut positif program ini 
dan ikut turut ambil bagian dalam perbaikan sistem perekonomian di Indonesia.  
Kedepannya jika program pengampunan pajak ini berhasil akan ada 
peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, peningkatan likuiditas, 
perbaikan nilai tukar rupiah, suku bunga kompetitif dan peningkatan investasi 
dalam negeri. Indonesia akan semakin berkembang menjadi negara yang maju 
dengan adanya sumber-sumber dana investasi yang di investasikan di dalam 
negeri. Kemudian jika dilihat dari segi prospek tax amnesty dalam meningkatkan 
penerimaan pajak yang merupakan topik utama dan tujuan pembahasan penelitian 
ini. Tentunya prospek tax amnesty kedepannya sangat bagus sekali, kepatuhan 
pajak akan meningkat dan kecurangan dalam pelaporan pajak pun berkurang, 
stabilitas ekonomi yang baik serta penerimaan pajak yang meningkat. Seperti 
yang telah di singgung diatas, dengan adanya SPH yang dilaporkan wajib pajak, 
sekarang pemerintah memiliki pebanding untuk menentukan besaran pembayaran 
pajak seorang wajib pajak. Sehingga kedepannya kecurangan dan penggelapan 
pajak pun berkurang karena wajib pajak tidak dapat menutupi informasi asetnya 
lagi 
Pada dasarnya, kebijakan pengampunan pajak ini dikeluarkan pemerintah 
dengan menimbang kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini tidak stabil dan 
memerlukan dana-dana segar untuk pembangunan negara Indonesia dan 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset sebagai bentuk dari 
reformasi perpajakan yang menuju sistem berkeadilan dan perluasan basis data 
perpajakan serta meningkatkan penerimaan pajak baik untuk tahun berjalan 
maupun tahun mendatang, terutama untuk pendanaan pada sektor pembangunan 
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infrastruktur yang menjadi salah satu fokus Presiden Joko Widodo. Seperti yang 
telah dibahas sebelumnya, porsi terbesar APBN (Anggaran Pendapat dan Belanja 
Negara) berasal dari penerimaan pajak, dimana fakta di lapangan menunjukkan 
jumlah wajib pajak yang belum patuh dalam melaporkan dan membayarkan pajak 
penghasilan masih cukup besar. 
Rendahnya penerimaan pajak yang disebabkan kurangnya kepatuhan wajib 
pajak dalam melaporkan aset dan/atau penghasilannya, membuat pemerintah 
berinisiatif menerapkan tax amnesty guna mendongkrak kepatuhan wajib pajak 
dan pembaharuan basis data pajak. Melalui basis data yang terbaru, dimana 
pemerintah mendapatkan data berupa jumlah wajib pajak di Indonesia dan total 
aset mereka masing-masing, diharapkan ke depannya dapat memberikan 
gambaran dan informasi yang lebih tepat guna menyusun target penerimaan pajak 
ke depannya, serta secara tidak langsung mengikat para wajib pajak yang selama 
ini tidak melaporkan aset dan/atau penghasilannya. Selanjutnya, mau tidak mau 
wajib pajak yang sebelumnya tidak melapor diharuskan melapor karena 
pemerintah sudah mempunyai data wajib pajak. 
 
3.  Penerimaan Pajak Sebelum Adanya Tax Amnesty 
Penerimaan pajak sebelum dilaksanakannya program Tax Amnesty 
berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan 
diketahui mengalami peningkatan, dimana hal ini sesuai dengan jumlah masuknya 
SPT yang ada. Dilaksanakannya program Tax Amnesty yangdimulai pada tahun 
2016 dan berakhir pada tahun 2017. Dengan demikian penerimaan pajak sebelum 
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adanya tax amnesty diketahui dari laporan penerimaan sebelum tahun 2016 yaitu 
tahun 2014 dan tahun 2015 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 4.1 
Penerimaan Pajak Sebelum  Tax Amnesty 
 
Sebelum  Tax Amnesty Target  Penerimaan Pajak 
Realisasi 
Penerimaan Pajak 
2014 274.693.130.000 205.570.654.060 
2015 373.620.940.000 446.499.464.507 
 
Data tersebut menunjukkan data tahunan, untuk lebih jelasnya berikut 
akan disajikan data penerimaan pajak sebelum adanya tax amnesty dalam bulanan 
yang dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.2 
Penerimaan Pajak Sebelum  Tax Amnesty Dalam Bulanan 
 
Bulan Tahun 2014 Tahun 2015 
Januari    17.130.887.838           37.208.288.709  
Februari    16.524.584.510           36.265.895.240  
Maret    15.987.546.850           35.695.845.050  
April    20.598.754.625           30.265.984.540  
Mei    22.659.854.750           34.695.845.520  
Juni    21.663.265.945           35.326.598.425  
Juli    13.356.265.984           39.659.845.875  
Agustus    12.326.598.450           41.362.545.850  
September    13.626.549.584           34.652.695.450  
Oktober    16.236.598.451           36.265.987.545  
Nopember    16.326.598.754           36.598.654.250  
Desember    19.133.148.319           48.501.278.053  




Berdasarkan data tersebut dapat dilihat secara bulanan realisasi penerimaan 
pajak pada KPP Pratama Medan Belawan sebelum adanya tax amnesty 
mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan, namun bila dilihat dalam jumlah 
tahunan tetap mengalami peningkatan. 
 
4.  Penerimaan Pajak Sesudah Adanya Tax Amnesty 
Penerimaan pajak yang belum sesuai dengan harapan pemerintah 
menyebabkan pemerintah mangambil keputusan untuk memberikan pengampunan 
pajak yaitu dalam bentuk program tax amnesty. Diharapkan dengan adanya 
program tax amnesty maka penerimaan pajak dapat lebih ditingkatkan.  
Pengampunan pajak (tax amnesty) menurut undang-undang No. 11 Tahun 
2016 adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi 
administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara 
mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini. Pada akhirnya, diharapkan pengampunan pajak dapat 
mendorong penerimaan pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung, 
karena dengan pengampunan pajak ini diharapkan wajib pajak yang selama ini 
tidak membayar pajak atau menyimpan asetnya di luar negeri mau melaporkan 
pajak dan asetnya secara transparan kepada Negara. 
Untuk dapat diketahui berhasil atau tidaknya pelaksanaan program tax 
amnesty dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak sesudah diterapkannya 





Penerimaan Pajak Sesudah Adanya Tax Amnesty 
 





2016 494.949.043.010 547.517.058.253 
2017 410.099.969.000 417.320.233.307 
Sumber : KPP Pratama Medan Belawan, 2018. 
Data tersebut menunjukkan data tahunan, untuk lebih jelasnya berikut 
akan disajikan data penerimaan pajak sesudah adanya tax amnesty dalam bulanan 
yang dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.4 
Penerimaan Pajak Sesudah  Tax Amnesty Dalam Bulanan 
 
Bulan Tahun 2016 Tahun 2017 
Januari      45.626.421.521           34.776.686.109  
Februari      44.695.845.750           32.635.265.450  
Maret      49.584.625.750           35.626.524.525  
April      40.231.652.450           36.532.659.854  
Mei      45.632.659.850           30.236.595.450  
Juni      45.236.595.450           36.569.584.540  
Juli      46.465.985.420           32.636.254.850  
Agustus      49.659.865.420           30.265.458.450  
September      48.365.954.284           35.696.584.544  
Oktober      40.236.254.520           31.265.985.450  
Nopember      42.632.658.452           39.653.265.455  
Desember      49.148.539.386           41.425.368.630  




Dari perbandingan tabel sebelum dan sesudah adanya Tax Amnesty  dapat 
dilihat bahwa jumlah penerimaan pajak sebelum adanya Tax Amnesty mengalami 
peningkatan, sementara itu jumlah penerimaan pajak sesudah Tax Amnesty 
cenderung menurun. Dimana sebelum adanya Tax Amnesty pada tahun 2014 dan 
2015 terjadi peningkatan penerimaan pajak sebesar  Rp. 240.928.810.447, tetapi 
sesudah adanya Tax Amnesty pada tahun 2016 sampai tahun 2017 penerimaan 
pajak mengalami penurunan sebesar  Rp. 130.196.824.946. 
Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Tax Amnesty oleh KPP Pratama 
Medan Belawan belum berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini 
dapat lihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak dan rasio penerimaan pajak. Dari 
hasil analisis tingkat kepatuhan pajak, tingkat kepatuhan pajak WP akhir periode 
kedua tax amnesty 30 September yaitu 62,41% atau hanya meningkat 0,15 % yang 
semula 64.26%. Hal ini menandakan bahwa penerapan tax amnesty belum        
mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
pajaknya. 
Sedangkan, dari hasil perhitungan tingkat efektivitas penagihan pajak pada 
tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 3,49% dari tingkat efektivitas pajak 
tahun 2015. Dari kedua analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan tax 
amnesty hingga periode kedua belum berjalan efektif dan perlu dilakukan 
perbaikan dalam penerapan tax amnesty periode selanjutnya, baik berupa 





B.  Pembahasan 
Untuk melihat adanya pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah tax 
amnesty pada KPP Pratama Medan Belawan, maka dilakukan pengujian dengan 
menggunakan uji beda. Dengan menggunakan metode analisis data yaitu metode 
analisis statistik deskriptif dengan bantuan software SPSS versi 16 dilakukan 
pengujian hipotesis dengan menggunakan pengujian Uji Beda T Test. Prosedur 
dimulai dengan memasukkan variabel-variabel penelitian yaitu data penerimaan 
pajak sebelum dan sesudah adanya tax amnesty.  
Variabel-variabel dalam penelitian dimasukkan ke program SPSS dan 
menghasilkan output-output sesuai metode analisis data yang telah ditentukan. 
Berikut ini ditampilkan data statistik secara umum dari seluruh data yang 
digunakan sebagaimana terlihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.5 
Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty  
 
Bulan 
Sebelum adanya Tax Amnesty Jumlah 
(2014-2015) 
Sesudah adanya Tax Amnesty Jumlah 
(2016-2017) Selisih Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 
1 2 3 4 (2+3) 5 6 7 (5+6) 8(7-4) 
Januari 17.130.887.838  37.208.288.709  54.339.176.547 45.626.421.521  34.776.686.109  80.403.107.630 26.063.931.083 
Februari 16.524.584.510  36.265.895.240  52.790.479.750 44.695.845.750  32.635.265.450  77.331.111.200 24.540.631.450 
Maret 15.987.546.850  35.695.845.050  51.683.391.900 49.584.625.750  35.626.524.525  85.211.150.275 33.527.758.375 
April 20.598.754.625  30.265.984.540  50.864.739.165 40.231.652.450  36.532.659.854  76.764.312.304 25.899.573.139 
Mei 22.659.854.750  34.695.845.520  57.355.700.270 45.632.659.850  30.236.595.450  75.869.255.300 18.513.555.030 
Juni 21.663.265.945  35.326.598.425  56.989.864.370 45.236.595.450  36.569.584.540  81.806.179.990 24.816.315.620 
Juli 13.356.265.984  39.659.845.875  53.016.111.859 46.465.985.420  32.636.254.850  79.102.240.270 26.086.128.411 
Agustus 12.326.598.450  41.362.545.850  53.689.144.300 49.659.865.420  30.265.458.450  79.925.323.870 26.236.179.570 
September 13.626.549.584  34.652.695.450  48.279.245.034 48.365.954.284  35.696.584.544  84.062.538.828 35.783.293.794 
Oktober 16.236.598.451  36.265.987.545  52.502.585.996 40.236.254.520  31.265.985.450  71.502.239.970 18.999.653.974 
Nopember 16.326.598.754  36.598.654.250  52.925.253.004 42.632.658.452  39.653.265.455  82.285.923.907 29.360.670.903 
Desember 19.133.148.319  48.501.278.053  67.634.426.372 49.148.539.386  41.425.368.630  90.573.908.016 22.939.481.644 




Setelah adanya data penelitian tersebut, maka dilakukan penghitungan uji 
beda dengan langkah pertama yaitu menentukan statistik deskriptif. 
Tabel 4.6 
Output SPSS Statistik Deskriptif  
Descriptive Statistics 
 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Penerimaan Pajak Sebelum 
Tax Amnesty 24 12326598450.00 48501278053.00 27169588273.6250 10951086091.11055 
Penerimaan Pajak Sesudah 
Tax Amnesty 24 30236595450.00 49659865420.00 40201553815.0000 6478385355.30110 
Valid N (listwise) 24 
    
Sumber : Data Diolah, 2018. 
 
Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa : 
a. Rata-rata Penerimaan Pajak Sebelum Tax Amnesty adalah 
27169588273.6250 dengan standar deviasi 10951086091.11055. Nilai 
maksimum adalah  Rp. 48.501.278.053 yaitu dan nilai minimum sebesar                    
Rp. 12.326.598.450. Hal ini dapat diindikasikan bahwa data bervariatif dan 
menyebar diantara nilai maksimum dan nilai minimum. 
b. Rata-rata Penerimaan Pajak Sesudah Tax Amnesty adalah 40201553815 
dengan standar deviasi 6478385355.30110. Nilai maksimum adalah                   
Rp. 49.659.865.420 dan nilai minimum Rp. 30.236.595.450. Hal ini dapat 
diindikasikan bahwa data bervariatif dan menyebar diantara nilai maksimum 
dan nilai minimum. 
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Uji berikutnya yaitu dengan menggunakan tabel Kolmogorov-Smirnov Test 
untuk mengetahui kelayakan data penelitian, dengan bantuan program SPSS versi 




One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Penerimaan Pajak 
Sebelum Tax Amnesty 
Penerimaan Pajak Sesudah Tax 
Amnesty 
N 24 24 
Normal 
Parametersa 
Mean 27169588273.6250 40201553815.0000 
Std. Deviation 10951086091.11055 6478385355.30110 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .211 .131 
Positive .160 .129 
Negative -.211 -.131 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.034 .642 
Asymp. Sig. (2-tailed) .235 .804 
a. Test distribution is Normal.   
Sumber : Data Diolah, 2018. 
 
Berdasarkan tabel Kolmogorov-Smirnov Test dapat diketahui apakah data 
penelitian telah terdistribusi normal atau tidak, dimana data yang normal apabila 
nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05, dan, hal dapat dilihat berdasarkan nilai 
Asymp. Sig. (2-tailed) penerimaan pajak sebelum dan sesudah adanya  tax 
amnesty menunjukkan nilai 0,235 dan 0,804 yang berarti nilai Asymp. Sig. (2-




Selanjutnya dilakukan perhitungan uji beda dengan ketentuan bahwa 
tingkat kepercayaan peneliti terhadap penelitian ini sebesar 95%, artinya peluang 
kekeliruan dalam menolak hipotesis yang seharusnya diterima sebesar 5%.                









Penerimaan Pajak Sebelum Tax 
Amnesty 
2112 0.053 0.015 
Penerimaan Pajak Sesudah Tax 
Amnesty 
2304 0.053 0.015 
Sumber : Data Diolah, 2018. 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai sig. (2-tailed) 
penerimaan pajak sebelum dan sesudah tax amnesty sebesar 0,053 yang berarti 
bahwa nilai sig. (2-tailed) > 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa Ha diterima, 
dan Ho ditolak. Dengan diterimanya Ha bila sig. (2-tailed) > 0,05 berarti terdapat 
pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah tax amnesty pada KPP Pratama 
Medan Belawan. 
Penelitian ini menerima hipotesis penelitian ini yakni ada pengaruh 
penerimaan pajak sebelum dan sesudah tax amnesty pada KPP Pratama Medan 
Belawan.  Hal ini diketahui berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan 
nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah tax 
amnesty pada KPP Pratama Medan Belawan menunjukkan nilai 0,094 dan 0,793 
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yang berarti nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 yang artinya hasil test distribution 
ternyata menunjukkan data penelitian normal.  
Selain itu berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan dengan 
menganalisis data, menyimpulkan bahwa ada pengaruh penerimaan pajak sebelum 




BAB  V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Setelah menganalisa data dan mendapatkan hasil penelitian serta diuraikan 
dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil penelitian ternyata diperoleh jawaban rumusan masalah 
yaitu ada pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah Tax Amnesty 
pada KPP Pratama Medan Belawan. 
2. Jumlah penerimaan pajak sebelum mengalami peningkatan, sementara itu 
jumlah penerimaan pajak sesudah Tax Amnesty cenderung menurun. Dimana 
sebelum adanya Tax Amnesty pada tahun 2014 dan 2015 terjadi peningkatan 
penerimaan pajak sebesar Rp. 240.928.810.447, tetapi sesudah adanya Tax 
Amnesty pada tahun 2016 sampai tahun 2017 penerimaan pajak mengalami 
penurunan sebesar Rp. 130.196.824.946. 
3. Penerapan Tax Amnesty oleh KPP Pratama Medan Belawan belum berhasil 
dalam meningkatkan penerimaan pajak.. 
 
5.2.  Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka dapat 
dikemukakan beberapa saran sebagai berikut : 
1. Penerapan tax amnesty hingga periode kedua belum berjalan efektif, untuk itu 
hendaknya dilakukan perbaikan dalam penerapan tax amnesty periode 




2. Pemerintah hendaknya menentukan langkah untuk menentukan kebijakan 
yang tepat untuk mengatasi masalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang 
tidak memenuhi kewajiban pajaknya. 
3. Hendaknya pemerintah melakukan pengawasan terhadap keberjalanan 
program tax amnesty di lapangan dan tanggap melakukan perbaikan melalui 
pihak berwenang melakukan penindakan hukum yang adil dan tegas kepada 
pelaku pelanggaran.  
4. Hendaknya pemerintah melakukan sosialiasi tax amnesty lebih dikhususkan 
berdasarkan jenis wajib pajak, misalnya sosialisasi khusus perusahaan 
menengah ke atas, jadi peserta yang hadir dikhususkan hanya untuk 
masyarakat atau wajib pajak perusahaan menengah ke atas. 
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